
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Menurut Muhammad (2005:1), Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa 

disebut financial intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya 

berkaitan dengan masalah uang. Adapun menurut Heri Sudarsono (2007:29), Bank syariah 

adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu 

lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip 

syariah. Dimana bank syariah beroperasi dengan menggunakan sistem bagi hasil atau sistem 

bebas bunga dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan  al-Qur’an dan al-

Hadits. Prinsip yang digunakan oleh bank syariah dalam usaha pokoknya menghimpun dana dari 

masyarakat dan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran 

serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam dengan 

landasan al-Qur’an dan al-Hadits (Muhammad, 2005: 15). 

Dalam rangka mengikuti perkembangan perekonomian dan perbankan Islam, maka Bank Negara 

Indonesia membuka unit usaha layanan syariah yang menggunakan sistem berbasis syariah. Hal 

ini dilakukan dalam rangka memperluas pangsa pasar dan mengakomodasi segmen masyarakat 

yang menginginkan bertransaksi secara syariah, serta didukung dengan terbitnya UU Nomor 21 

tahun 2008 tentang Perbankan Syariah secara spesifik yang selanjutnya diperkuat dengan 

Peraturan Bank Indonesia Nomor:9/7/PBI/2007 tentang perubahan atas Peraturan Bank 

Indonesia Nomor:8/3/PBI/2006 bahwa pelaksanaan perluasan jaringan dan perluasan fungsi 

layanan syariah diharapkan dapat lebih meningkatkan fungsi intermediasi sekaligus 



 

 

perkembangan industri perbankan syariah dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip 

kehati-hatian dan prinsip syariah (Rifqi Muhammad, 2011:55). 

Undang-undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah 

adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup 

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan 

menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Ismail, 2011:33). Implikasinya, disamping harus selalu 

sesuai dengan prinsip hukum Islam juga karena dalam prinsip syariah terdapat berbagai variasi 

akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank 

konvensional. 

Perbankan syariah dalam operasionalnya memiliki produk dan jasa perbankan antara lain: 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan salam, pembiayaan 

murabahah, pembiayaan Istishna, Ijarah (sewa-menyewa), Hiwalah (alih utang-piutang), Rahn 

(Gadai), Qardh, Wakalah (perwakilan), Kafalah (Bank Garansi), Wadi‟ah (titipan), giro, 

tabungan, deposito, asuransi, reksa dana, dan kartu pembayaran baik berupa kartu kredit atau 

kartu debit.   

Tujuan dari bank syariah adalah mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah 

secara islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari 

praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), 

dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam islam. 

Menurut Kasmir (2012:195), Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau 

lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai 



 

 

alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Sedangkan menurut M. Nur Rianto Al Arif 

(2012:268), Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang 

dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta 

pelayanan tertentu secara utang. Kalau kita terjemahkan, kata kredit giro ini secara langsung 

artinya kartu pinjaman. 

Ada dua macam sistem pembayaran; pertama, sistem pembayaran tunai dan kedua sisstem 

pembayaran non tunai. Kartu kredit merupakan salah satu instrumen alat pembayaran non tunai 

yang diminati dan tentunya mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. 

Produk jasa ini menjadi andalan bank seiring dalam meningkatkan pelayanan dan kebutuhan 

masyarakat atas kartu ini. Dari sisi perbankan, beberapa faktor pendorong berkembangnya kartu 

pembayaran adalah (i) tingginya pertumbuhan pasar, (ii) peningkatan trend penggunaan kartu 

pembayaran, (iii) tingginya keuntungan yang diperoleh dan (iv) kemudahan pengembangan 

Teknologi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) (Ita Sitasari, 2008: 2). 

Perbankan syariah menerbitkan kartu pembayaran syariah sebagai alat pembayaran yang 

tergolong masih baru maka masih banyak kalangan yang tidak mengetahui dan memahami 

mengenai kartu pemabayaran syariah ini. Secara umum, telah diketahui bahwa perbedaan yang 

mendasar antara kartu pembayaran syariah dengan kartu pembayaran konvensional terletak pada 

akad-akad yang melekat dalam kartu pembayaran syariah. Akad adalah janji yang di buat oleh 

kedua belah pihak sebelum melakukan sesuatu, sehingga kejadian yang timbul berdasarkan 

kesepakatan dari kedua belah pihak. Hal ini berlaku juga dalam kegiatan perbankan syariah 

mengacu pada akad-akad yang melekat di dalamnya. Setiap produk perbankan syariah antara 

yang satu dengan yang lain memiliki akad yang berbeda-beda. 



 

 

Seiring dengan perkembangan perbankan syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran 

sudah memasuki dunia perbankan syariah. Debit dan  kartu bayar (Charge Card) difatwakan 

legalisasinya melalui fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Syariah Charge Card No. 42/DSN-

MUI/V/2004 tanggal 27 Mei 2004, kartu jenis ini sudah diterbitkan oleh beberapa bank di 

Indonesia, diantaranya: Musafir card (kartu debet) dari BII Syariah, kartu BriSyariah dari BRI 

syariah, dan BSM Card dari Bank Syariah Mandiri. Sedangkan kartu kredit syariah baru 

difatwakan legalisasinya melalui fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Syariah Card No. 

54/DSN-MUI/X/2006 dan surat persetujuan dari Bank Indonesia No. 10/337/DPbs tanggal 11-

03-2008, kartu kredit baru diluncurkan pertama kali oleh Bank Danamon Syariah pada bulan Juli 

2007 dengan nama Dirham Card (Caroline, 2010: 5) kartu jenis sini juga sudah diterbitkan oleh 

beberapa bank di Indonesia, diantaranya: kartu iB Hasanah Card dari BNI Syariah, Gold Card 

dari Bank CIMB Niaga Syariah. 

Adapun perbedaan antara kartu kredit syariah (syariah card) dengan kartu pembayaran syariah 

(syariah change card) menurut Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang perubahan 

atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan Alat 

Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 

menyatakan bahwa: 

“Alat pembayaran dengan menggunakan kartu, yang selanjutnya disebut APMK, adalah alat 

pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu automated teller machine (ATM) dan/atau kartu 

debet. Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau 

untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi 

terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu kerkewajiban untuk melakukan 

pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) 

ataupun dengan pembayaran secara angsuran. Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan 

untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu 

dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau 

lembaga selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan 



 

 

pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi 

pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara 

langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang 

untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku” 

(http://www.bi.go.id, di unduh pada tanggal 07 Maret 2013). 

 

IB Hasanah Card merupakan produk jasa dari BNI Syariah berupa kartu sebagai sarana untuk 

melakukan transaksi penarikan tunai dan pembayaran transaksi jual beli/jasa dengan 

menggunakan jasa layanan penyedia kartu global (MasterCard). Dasar yang dipakai dalam 

penerbitan iB Hasanah Card adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.54/DSN-

MUI/X/2006 mengenai Syariah Card, Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tentang 

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/11/PBI/2009 tentang penyelenggaraan kegiatan 

Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 

Sesuai dengan fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006, Syari‟ah Card adalah kartu yang berfungsi 

seperti kartu kredit yang berhubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para 

pihak berdasarkan prinsip syari’ah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Berdasarkan ketentuan 

fatwa tersebut, bahwasanya akad yang digunakan di dalam produk iB Hasanah Card adalah: 

a. Akad Kafalah (Akad Penjamin). BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB 

Hasanah Card terhadap merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari 

transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan merchant, dan atau penarikan tunai; 

b. Akad Qardh (Akad Pinjam-Meminjam). BNI Syariah adalah pemberi pinjaman kepada 

pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi tunai dengan menggunakan kartu dan 

transaksi pinjaman dana; 

c. Akad Ijarah (Akad Pembiayaan Jasa). BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem 

pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Atas ijarah ini, 

pemegang iB Hasanah Card dikenakan annual memberhip fee; 

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Sistem+Pembayaran/pbi_140212.htm


 

 

Adapun biaya iB Hasanah Card adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Panduan Layanan Biaya iB Hasanah Card 

Biaya Penagihan (Ta’widh) 

Jenis Kartu Classic Gold Platinum 

x-Days – 29 days Rp.  15.000,- Rp.  35.000,- Rp.   110.000,- 

30 – 59 days Rp.  20.000,- Rp.  50.000,- Rp.   160.000,- 

60 – 89 days Rp.  25.000,- Rp.  65.000,- Rp.   220.000,- 

90 – 119 days Rp.  40.000,- Rp. 100.000,- Rp.   340.000,- 

120 – 149 days Rp.  50.000,- Rp. 120.000,- Rp.   410.000,- 

150 – 179 days Rp.  60.000,- Rp. 150.000,- Rp.   480.000,- 

 180 days Rp. 320.000,- Rp. 800.000,- Rp. 2.800.000 

 (sumber: http://www.bnisyariah.co.id , di unduh pada tanggal 25 April 2013) 

Setelah melihat dari pembahasan diatas penulis observasi masalah yang terdapat didalam produk 

iB Hasanah Card yaitu mengenai ganti rugi atas biaya penagihan (ta‟widh) yang terdapat pada 

pembayaran iB Hasanah Card, bahwasannya jika seorang nasabah telat dalam membayar pada 

waktu yang telah ditentukan tetapi nasabah tersebut belum bisa membayarnya maka nasabah 

tersebut akan dikenakan ganti rugi atas biaya penagihan (ta‟widh). Menurut Dwi Mulyo H. 

(Penyelia Hasanah Card) Biaya penagihan ini telah ditentukan diawal akad karena di Bank 

Syariah itu segala sesuatu itu harus disepakati di awal akad dan biaya penagihan (ta‟widh) ini 

nantinya akan dipergunakan oleh pihak bank untuk menutupi biaya-biaya operasional yang telah 

dikeluarkan oleh bank seperti biaya gaji karyawan, biaya telepon, biaya transportasi. Biaya 

penagihan itu dihitung berdasarkan perkiraan rata-rata biaya yang biasa dikeluarkan oleh pihak 

bank setiap bulan dalam mengingatkan nasabahnya untuk segera membayar angsuran utang kartu 

kreditnya yang telah jatuh tempo terhitung mulai dari 2 hari setelah jatuh tempo. 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI yang dimaksud dengan ta‟widh yaitu ganti rugi terhadap biaya-

biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam 

membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Bahwasanya ganti rugi atas biaya penagihan 



 

 

(ta‟widh) di dalam iB Hasanah Card “ketentuan dalam pembayaran ta‟widh” di dalam fatwa 

DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 ketentuan pertama ayat (4) yang berbunyi (Ahmad 

Ifham Sholihin, 2010:278) : 

“Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami 

(fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi 

(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-

i‟ah).” 

Pembayaran ta‟widh itu tidak boleh ditentukan terlebih dahulu di dalam akad atau tidak boleh 

ditentukan berdasarkan perkiraan. Akan tetapi pada kenyataannya, aplikasi yang terdapat di BNI 

Syari’ah itu belum sesuai dengan apa yang telah di fatwakan oleh DSN-MUI. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai 

mekanisme pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) sebagai tugas akhir perkuliahan di S1, untuk 

memperoleh gelar sarjana. 

 

B. Rumusan Masalah 

Setelah melihat permasalahan diatas, maka penulis akan merumuskan suatu masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya penagihan (ta‟widh)  dalam iB Hasanah Card 

di  BNI Syari’ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung? 

2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang mekanisme 

pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) dalam iB Hasanah Card di BNI Syari’ah Kantor 

Cabang Buah Batu Bandung? 

 

C. Tujuan Masalah 



 

 

Tidak terlepas dari rumusan masalah yang di atas, maka penulis akan memaparkan mengenai 

tujuan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta‟widh)  

dalam iB Hasanah Card di BNI Syari’ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung? 

2. Untuk Mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang 

pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) dalam iB Hasanah Card di BNI 

Syari’ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung? 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Menurut Rachmadi Usman dalam Hendi Suhendi (2012:5), lembaga keuangan adalah lembaga 

intermediasi yang menghubungkan unit yang surplus dan unit yang deficit dalam suatu ekonomi. 

Sedangkan Menurut Kasmir (1998:2), lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang 

bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya 

kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, 

apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya 

menghimpun dan menyalurkan dana. 

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang 

kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga kegiatan dapat 

berupa menghimpun dana dengan menawarkan berbagai skema, menyalurkan dana dengan 

berbagai skema atau melakukan kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana sekaligus, di 

mana kegiatan usaha lembaga keuangan diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan 

konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa (Andri Soemitra, 2010: 29). 

Setelah melihat pemaparan di atas maka sistem keuangan di Indonesia dijalankan oleh dua jenis 

lembaga keuangan, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank. Dimana 



 

 

Lembaga Keuangan Bank ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional 

dan lembaga keuangan syariah. 

Menurut Karnaen A. Perwaatmadja dan Hendri Tanjung (2007:54) Lembaga Keuangan Syariah 

(yang selanjutnya disingkat LKS) yang Legitimate sesuai dengan hukum Islam adalah LKS yang 

mematuhi rambu-rambu dalam mengelola lembaga keuangan syariah dibawah ini agar tidak 

meragukan siapa pun yang terlibat didalamnya, yaitu: 

1. Menjauhkan diri dari unsur riba 

2. Menerapkan sistem jual beli 

3. Menerapkan sistem bagi hasil 

Hal ini telah dilandaskan dalam al-Qur’an tentang landasan hukum  diharamkanya riba, QS. al-

Baqarah Ayat 275, yang berbunyi: 

    
     

     
    

     
     
     

     
      

      
    

 

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kerasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang 

Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 

mereka kekal didalamnya.” (Departemen Agama RI, 2012:47) 

 

Seiring dengan semakin berkembangnya lembaga perbankan terutama lembaga perbankan 

syariah, maka semakin berkembang pula produk dan jasa yang diperkenalkan kepada 



 

 

masyarakat. Dimana dalam perkembangan modern ini, masyarakat akan lebih mengharapkan 

adanya kemudahan dalam melakukan segala macam transaksi. Bank sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa, juga harus meningkatkan produk 

pelayanan jasanya. Salah satu produk yang harus ada pada setiap bank adalah kartu kredit 

(Ismail, 2010:169). 

Kartu Kredit dibagi menjadi 2 (dua), yaitu Kartu Kredit biasa dan Kartu Kredit Syariah. Kartu 

kredit syariah adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek yang dapat digunakan 

dalam pembayaran suatu transaksi yang berlandaskan pada prinsip-prisip syariah. Beberapa hal 

yang membedakan kartu kredit syariah dengan kartu kredit biasa, antara lain (Irma Devita 

Purnamasari & Suswinarno, 2011:143): 

1. Tidak dapat digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah 

2. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihanan (israf) 

3. Pemegangnya harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi tagihan pada 

waktunya. 

Sebagaimana telah dilandaskan dalam al-Qur’an, QS. al-Isra’ [17]: 26-27: 

       

   

    

      

 “ dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 

kepada Tuhannya. (Departemen Agama RI, 2012:284 ) 

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai kartu kredit syariah, terdapat ketentuan akad yang 

digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu kafalah, ijarah, dan qardh. Dalam praktek kartu 

kredit syariah, akad pertama adalah akad kafalah. Akad kafalah dalam hal ini penerbit kartu 



 

 

adalah kafil bagi pemegang kartu terhadap merchant atas semua kewajiban bayar (dayn). Atas 

pemberian kafalah. Penerbit kartu dapat menerima fee (ujrah kafalah).  

Akad yang kedua adalah ijarah. Akad ijarah dalam hal ini adalah penerbit kartu yang 

menyediakan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas sistem 

pembayaran terhadap pemegang kartu. Atas ijarah ini, pemegang kartu dikenakan membership 

fee.  

Akad yang ketiga adalah qardh. Akad qardh dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi 

pinjaman (muqridh) kepada pemegang kartu (muqtaridh) melalui penarikan tunai dari bank atau 

ATM bank penerbit kartu. Dalam qardh tidak disyaratkan suatu manfaat atau kelebihan tertentu 

terhadap yang berhutang (muqtaridh).  

Qardh diberikan tanpa adanya imbalan. Qardh juga merupakan pemberian harta kepada orang 

lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa 

adanya tampahan atau imbalalan yang diminta oleh bank syariah. Namun penerbit kartu berhak 

atas biaya administrasi penarikan tunai yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan, 

biaya ini dikenakan apabila pemegang kartu telah mempergunakan fasilitas bank. Landasan 

hukum yang berkaitan dengan qardh, antara lain: 

1. QS. al-Baqarah [2]: 282  

    
     

    
 ....      

  Artinya: 

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu‟amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, 

buatlah secara tertulis.....” (QS. al-Baqarah [2]: 282). 

2. QS. al-Maidah [5]: 1 



 

 

   
     
     
    
       

     
Artinya: 

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang 

ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 

berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum 

menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. al-Ma’idah [5]: 1). 

3. QS. al-Baqarah [2]: 280 

      
      

        
Artinya: 

“dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia 

berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika 

kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]: 280). 

Adapun produk ijtihad dibedakan menjadi empat: fikih, fatwa, qanun, dan qadha‟ (M. Atho 

Mudzar dalam Jaih Mubarok, 2004:vi). Masing-masing produk pemikiran tersebut dibedakan 

hanya dari segi posisi meujtahid yang melakukan ijtihad. Sementara dari segi substansi, antara 

yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibedakan, apalagi dipisahkan. 

Menurut Harun Nasution dalam Jaih Mubarok (2004:viii), Fatwa adalah pendapat para ulama 

yang merupakan respons terhadap pertanyaan atau situasi yang ada pada zamannya yang muncul 

karena perubahan yang dialami oleh masyarakatnya karena perubahan pola hidup atau karena 

perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fatwa merupakan pendapat ulama dalam rangka turut 

serta menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. 



 

 

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya 

Reksadana Syariah pada bulan Juli pada tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga 

otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (ex-officio). Kegiatan sehari-hari 

Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketuan dan 

sekretaris serta beberapa anggota (M. Syafi’i Anthonio, 2001:31).  

Dan pada awal tahun 1999, Dewan Syariah Nasional (DSN) resmi didirikan sebagai lembaga 

syariah yang bertugas mengayomi dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian lembaga 

keuangan syariah (LKS). Selain itu, lembaga ini pun bertugas untuk menampung berbagai 

masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh 

masing-masing Dewan Pengawas Syariah yang ada dimasing-masing lembaga keuangan syariah 

(Widyaningsih, 2007:80-81). 

Menurut Jaih Mubarok (2004:12), DSN memiliki dua kedudukan: pertama, ia berkedudukan 

sebagai bagian dari MUI. Dengan kata lain, ia merupakan perpanjangan tangan MUI dalam 

rangka turut serta mengembangkan lembaga keuangan syariah; dan kedua, ia berkedudukan 

sebagai pembantu pihak-pihak terkait dengan lembaga keuangan syariah, terutama pihak 

Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.  

Perkembangan perbankan sistem syariah di Indonesia menuntut peran serta ulama yang lebih 

intensif dalam menghadapi persoalan-persoalan di bidang ekonomi yang tinggi kompleksitasnya. 

Oleh karena itu, dalam rangka melengkapi lembaga-lembaga fatwa yang sudah ada yang dimiliki 

oleh berbagai Ormas Islam di Indonesia, MUI membentuk DSN yang secara khusus bertugas 

mengeluarkan fatwa dan mengawasi pelaksanaan fatwa tersebut. Tugas pengawasan tersebut 

didelegasikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) masing-masing bank. (Jaih Mubarok, 

2004:17). 



 

 

Menurut Juhaya S. Praja (2012:207), Salah satu tugas Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah 

mengeluarkan fatwa dalam bidang ekonomi syariah. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi 

pedoman bagi lembaga-lembaga keuangan syariah. Fatwa tersebut dikeluarkan atas permintaan 

atau pertanyaan secara individu atau lembaga yang menghendaki adanya kepastian hukum secara 

syar‟i atas problem yang dihadapinya. Setiap fatwa yang dikeluarkan DSN didasarkan atas 

tujuan agar seluruh operasional keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. 

Jadi, Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu lembaga yang berada di luar struktur 

organisasi Bank Indonesia dan Bank Syariah. Namun, DSN diberi tugas dan wewenang untuk 

menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, setiap produk dan jasa perbankan 

syariah yang akan dikeluarkan harus didasari dengan fatwa dari DSN. Jadi, setiap produk, jasa 

dan kegiatan usaha lainnya yang akan dikeluarkan bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah sebelumnya harus dimintakan fatwa dan DSN (Rachmadi Usman, 

2009:74-75). 

Menurut Rachmadi Usman (2009:75), sekarang secara tersurat kelembagaan DSN-MUI 

dikukuhkan dalam ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan 

bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk pada 

prinsip syariah yang difatwakan oleh MUI. Kemudian, fatwa MUI itu dituangkan dalam 

Peraturan Bank Indonesia. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke 

dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan 

syariah yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, 

dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang, memiliki keahlian di bidang syariah, dan 

berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang. 



 

 

Dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 01 Tahun 2000 tentang Pedoman 

Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia disebutkan tugas dari Dewan Syariah 

Nasional tersebut, yaitu:  

1. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada 

umumnya dan keuangan pada khususnya; 

2. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; 

3. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan 

4. Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan  

Adapun fungsi dari Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah sebagai berikut: 

1. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah. 

2. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga 

keuangan syariah. 

3. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah 

Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah. 

4. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan 

menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan (Heri Sudarsono, 2003: 49). 

Dewan Pengawas Syariah (DSN) sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi produk-produk 

lembaga keuangan syariah dan memberi fatwa bagi produk-produk yang berkembang oleh 

lembaga keuangan syariah, telah mengeluarkan fatwa tentang kartu kredit syariah ini dituangkan 

dalam fatwa DSN-MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 mengenai Syariah Card.  

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman 

tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas hukum muamalah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Atang Abd. Hakim (2011:159) sebagai berikut: 



 

 

1. Asas tabadul manafi‟ (pertukaran manfaat), berarti bahwa segala bentuk kegiatan 

muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak 

yang terlibat. 

2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang 

menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu 

harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin. 

3. Asas „an taradin (suka sama suka), asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di 

atas. 

4. Asas adamul gharar (tidak ada penipuan dan spekulasi), berarti bahwa pada setiap bentuk 

muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah 

satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur 

kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah 

kelanjutan dari asas ‟an taradin. 

5. Asas al-birr wa al-taqwa (kebaikan dan taqwa), asas ini menekankan bentuk muamalah 

yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan 

pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia 

untuk al-birr wa al-taqwa, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya. 

6. Asas musyarakah (kerja sama), asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah 

ialah musyarakah, yakni kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja 

bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. 

Dikemukakan juga oleh Yadi Janwari (2005:13) bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. 



 

 

2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. 

3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat. 

4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur gharar, kedzaliman dan unsur lainnya yang 

diharamkan berdasarkan syara‟. 

Suatu perikatan dalam Islam tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariah. 

Kesesuaian dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum muamalah merupakan kemutlakan yang 

harus melandasi setia perikatan Islam. Perikatan Islam tidak boleh mengandung unsur-unsur 

maghrib (maisyir, gharar, riba, dan bathil), apabila dalam sebuah perikatan terindikasi adanya 

unsur-unsur tersebut, perikatan itu menjadi batal dan diragukan kehalalannya. Salah satu 

perikatan yang dilarang dalam Islam ialah perikatan yang mengandung unsur riba. Riba dibagi 

menjadi 4 (empat) jenis, yaitu: 1) Riba Qardh, yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu 

yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh); 2) Riba Jahiliyyah, yaitu utang dibayar 

lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu  membayar utangnya pada waktu yang 

ditetapkan. Riba Jahiliyyah dilarang karena melanggar kaidah “kullu qardin jarra manfa‟ah 

fahuwa riba” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan 

waktu penyerahannya, riba jahiliyyah tergolong riba nasi‟ah, dari segi kesamaan objek yang 

dipertukarkan tergolong riba fadhl; 3) Riba Fadhl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran 

barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama 

waktu penyerahannya; 4) Riba Nasi‟ah yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak 

memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. 

 

E. Langkah-langkah Penelitian 

1. Metode Penelitian 



 

 

Adapaun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode 

deskriptif analitis. Menurut Yaya Sunarya dan Tedi Priatna (2007:103), metode deskriptif 

diartikan sebagai suatu metode penelitian yang berupaya untuk mengamati permasalahan secara 

sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. 

2. Sumber data 

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Head 

General Affair, Financing Card Head, Assistant General Affair, dan Customer 

Servive Bank BNI Syari’ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung. 

b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada 

sumber Primer (Cik Hasan Bisri, 2008: 221), sumber data ini diperoleh dari 

dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian terdahulu, website 

internet dan sumber-sumber lainnya yang mendukung. 

3. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena disini peneliti 

memaparkan dan menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan mengenai 

pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) dalam produk Hasanah Card di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung. Jenis data untuk menyelesaikan permasalahan 

penelitian ini didapatkan dari hasil observasi, wawancara dengan pihak bank, web, blog, artikel, 

dan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian pelaksanaan pembayaran biaya 

penagihan (ta‟widh) dalam produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Buah 

Batu Bandung. Jenis data tersebut meliputi: 



 

 

a. Data tentang nominal dalam pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) 

dalam produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu 

Bandung; 

b. Data tentang mekanisme pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) dalam produk 

Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung; 

c. Data tentang tinjauan fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004  terhadap pelaksanaan 

pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) dalam produk Hasanah Card di Bank BNI 

Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung; 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di BNI Syari’ah Kantor Cabang Buah Batu Bandung yang bertempat 

di Jl. Buah Batu No. 157C Bandung, Telepon: (022)7314546, (022) 7323142/43, website: 

www.bnisyariah.com.  

5. Teknik pengumpulan data 

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik 

penelitian sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif (Beni Ahmad Saebani, 2008:186). Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi 

langsung ke lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan pembayaran biaya penagihan (ta‟widh) 

dalam produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung. Tujuan 

observasi ini adalah untuk memperoleh data yang obyektif sesuai dengan fenomena yang terjadi 

yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan pembayaran 



 

 

biaya penagihan (ta‟widh) dalam produk Hasanah Card di Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Buah Batu Bandung. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu (Beni Ahmad Saebani, 

2008:190). Teknik ini penulis gunakan untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan tanpa 

melalui observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapa menjelaskan lebih 

lanjut. Adapun wawancara ini dilakukan langsung dengan pihak Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Buah Batu Bandung.  

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan ini digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari data mengenai 

literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, dan memperoleh perbendaharaan kerangka 

pemikiran dengan cara mengutip langsung atau menyimpulkan langsung dari buku yang 

berkaitan dengan judul proposal ini atau dokumen serta media yang mendukung. 

6. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, antara lain: 

a. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan 

wawancara, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian. 

b. Menafsirkan data yang terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran. 

c. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusahan masalah yang telah 

dianalisis. 

 


